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LE_MBAGA SWADANA SEBAGA§ sum*u
'MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN'

Anfsn P _;_-Soena Atmad;a

: 'Indzsche C’omptabdztetfswet dan Keppres Neo.
16/1994 tentang pelaksanaan Anggaran Penda-
patan dan Belarga Negara sudah tidak dapat-
lag: mengantzszpasz perkembangan kelemba-
goan-dan sistem keuangon negara. “Di pihak
lain pembangurzan di berbagaz btdang telah
‘membava dirmipak posztzf dar mempengaruhi
bzdang—bzdang lain yang terkait. Untuk keber-
hasilan pembangunan bzdang—bzdang ‘tersebut
sudnh barang ‘tentu memerlukan péndanaan
yang tidak sedikit. Oleh karena ifu Lembaga'
Swadana merapakarz suatu altematgf yang per-
lu diberikan otonomi dan secara khusus dzarur
dalam undang«undang ' '

Z Pendahuluan

Pembanﬂunan nas:onai yang dl!aksanakan oleh Bangsa Indonesia bertu-
juan untuk mewu_;udkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang mera-
ta matenai dan sprsr:tual berdasarkan Pam.as:la dan Undang Undang Dasar-‘
1945 b

Untuk mencapai tujuan’ tersebut di-atas dengan sebalk baxknya dan se-’
jalan dengan tahap-tahap keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada
dewasa ini, masih terdapat sarana dan prasarana yang belum turut menunjang
secara penuh, sehmgga usaha pembangunan nasional yang mencakup upaya
peningkatan semua segi kehidupan bangsa masih perlu dipacu agar pada ta-
hap tinggal landas kelak dapat berjalan seiring dengan hasil-hasil pemba-
ngunan yang telah dicapai, bahkan diharapkan dapat pula mengantisipasikan

* Disampaikan pada Seminar Nasional Keuangan Negara I, dalam rangka Dies Natafies Umversxms:
Indonesia ke-XLI1, Depok, 28 Pebruad 1991, : :
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kebutuhan pembangunan jangka panjang selanjutnya.

Di bidang' ngan neoara prasarana atau perangkat lunak yang ada
pada waktu ini-masih;
peraturan pefii _uhdangannya mas:h d]]andaskdn pada kondm koioma}
yakni Indische Comptabiliteitswet (ICW 1925), meskipun di sana sini secara
fragmentaris telah dilakikan: perubahan -perubahan, namun hal tersebut masih
d:dasarkan pada kebutuhan akan praktek dan pemxklran prdvmatls serta tldak

rutin maupun pembangunan yano txdak munokm terlepas..__
: 6 melalui anggaran rutin atau anggaran pembangunan;
menghendaka adanya peninjauan kembali peraturan perundang undangan, d1
bidang ke ngan negara yang berlaku pada wakm ini karena sudah.. t1dak;

an negard yang merupakan penertmaan dari lembaca-]embava tersebut t1mbul
dengan berbagat aspek baik posmf maupun negatlf Adanya pemngkatan fre-
maupun harang yang dibutuhkan masyarakat pada waktu ini di satu pihak,

dan sistem pengelolaan keuangan negara yang tidak mendukung atau sejalan
dengan keadaan i lain. plhak telah. menempatkan instansi. atau lembaga.
pemermtah tertentu Seperti rumah-rumah sakit, Perguruan ngg; Negeri,
atau Pusat-pusat penelitian pada posisi yang tidak menguntungkan baik
dilihat dari sudut Lembaga Pemerintah itu sendiri maupan dari sudut kepen-
tingan: masyarakat sebagax pemakal Jasa, . - T v

II Ketrdakpasnan dan Pragmatlsme .

Anggaran Negara yang merupakan keuanﬁan negara yang bersumber da— _
fi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada waktu ini masih
dikelola berdasarkan Indische Comptabiliteitswet (ICW 1925) dan Keputusan
Presiden No. 16 Tahun, 1994, tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Beianja Negara (Keppres 16/1994) serta berbagai Peraturan Perundane-
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adaan pasal 1. dan pasal 2dari-setiap Undang-Undang APBN yang secara_

-__pemodlk mengm{rodusu struktur anggaran negara menjadi. anggaran rutin

dan anggaran pembangunan masih dapat dipermasalahkan baik darisegi-yu-

ridis, maupun-dari segi substansinya, Dari segi- yuridis keberlakuan: adagium"

. fex posterior derogalz ex:priori” dari pasal-13 setiap Undang-Undang APBN
‘terhadap pasai pasal yang berlaku dalam ICW-1925 secara teoritis tidak ber-

- laku: Hal ini-disebabkan karena Undang Undang APBN tidak bersifat mengs.

_1kat umum atag hanya merupakan undang-undang dalam arti forrmi sebaga1~. B

- mana;dikatakan-oleh A;M. Donner sebagai berikut: - _
"Het vastellen van een begrotmg is geen stellen van regeis ‘het is et

.7 geven van een reeks vergunningen om voor de'in begrotingsposten ver-

¢+ ‘melde: doelemden yitgaven te:doen tot de daarin genoemde bedragen
=« De. begrotmo bevat de toekenning van kredieten. Derijksbegroting is het
voorbeeld'van een wet in‘formele zin, die'geen wet in materleei 1s geen
~:iregelling maar een reeks van beschikkingen ..o
ieblh jauh:pendapat A.M. Donner ini-diperkuat-atau mungkin dadasarkan
pada:dua arresten dari Hoge'Raad H.R. 5 Oktober 1894, W. 1058 dan H.R.
§:Mei-1877,W. 4119 yang ‘pada dasarnya menetapkan bahwa undang-un-
dang APBN tidak:mempunyai kekuatan mengikat umum serta tidak dapat di-
jadikandasar -hak-untuk mencvgugat bagi pthak ketwa (geen: voerdermgsrecht
voor gen-derden kan ontstaan), e .

:Qleh karena ifu atas dasar mterpretas: dan konstruks: yuricils terhaddp
kedua Undang-undang tersebut, ICW 1925 danundang-undang APBN, dapat
disimpulkan bahwa struktur anggaran yang dicantumkan dalam undang-un-
dang:APBN yang ditujukan untuk ‘merubah ICW 1925, ditinjau dari sudut
Imu (teori) Hukum tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Sebagai
akibat dari keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa sampai saat ini masih
terdapat -dualisme “hukum® dibidang ‘peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang pengurusan dan pertanggungjawabankeuangan negara yang
berasal dari- APBN yakm ICW 1925 disatu pahak dan Keppres- 16/i994
dllain pihak.:

Selanjutnya dari segl substanSI struktur an ggaran negara yang. membag;
anagaran negara kedalam dua jenis anggaran, "anggaran rutin™ dan anggaran

2 Donner, A.M. "Handboek van het Nederlandse Staatrecht”, Cet. ke 1 I, Zwolle, 1984 hal. 504 s/d

* Loc. Cil.

% Boena -Atmadia, Arifin, "Mekanisme Penangseuneiawaben Keuanean Negara™, Suamy Tinjausn
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pembangunan”; masih belum jelas kriteria apa yang digunakan untuk merm-
bedakan kedua jenis anggaran tersebut. Didalam anggaran rutin kita jumpai
mata anggaran-2 10 untuk-keperluan ‘sehari-hari perkantoran, selanjutnya
untuk mata.anggaranyang sama terdapat- pula dalam anggaran pembangunan
Oleh karena itu sukar memberikan definisi yang konsisten antara "ang ggaran
rutin® dan "anggaran pembancunan Hal yang sama dikemukakan pula oleh
NaomiCaiden & Aaron Wzidavsky dengan menoutzp unckapan Waterston
sebagai:berikut: :
"... capital expendltures may be nondevefopmental and-r'current
- -expenditures may be developmental .. _
' Daiam {aporan second Workshop on Problems of Budgat Reclassifi canon and
Management pada -Economic Commission for. Asia and the Far: East
(ECAFE) Region:1957 telah diadakan diskusi mengenai masalah Kiasifikasi
anggaran-tersebut-yang antara lain dikemukakan sebagai berikut:
"The Workshop concluded that there are at least three major difficulties
~“:in:the elusive-problem of establishing some consistent principless of
* idefinition. First, it is difficult to be specific about the content:.of
- economic expansion itself to-define, in other words, those goods ‘and
- services whose increase constitutes a process of economic growth. Se-
--condly, even if:such a definition were possible, it would be difficult to
precise about the impact of diffirent kinds of activities and expenditures
. :on economic growt ... Thrisdly the significane to econemic growth of
-+ different type of expenditures varies from country to country and: bet—
- ween different periods in the same country”.® :
Selanjuinya workshop tersebut menyarankan sejumlah pendekatan yang ber-
variasi- dalam tingkat keha]usan ‘bahasa .dan pengertlan yang antara Iam
berbunyl sebagai berikut: :
- “First, development expendltures should be defined to mclude all
- outlays, both current and capital, under *development’ heads covering
- awide range of activities whose impact on-economic expansion is either
direct or indirect, - e.g., education, helth and housing as well as
- production.of goods. Second, emphasis should be placed on new deve-
lopment only: Third, as the aim is to distinguish -between outlays
whose impact on the productive capacity of the economy is relatively

s Caiden, Naom.i..& Wildavsky, "'Plan.ning and Budgeting in Poor Countris”, New York 1974, hal.
92,

SUnited Nations. Technical Assistence Administration, Budget Management: Report of the Workshop
on Problems of Budeet Reclassi fication and Manaserman in the B0 &FE Dooinn Borobnl Qo 4. 171
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: direct and readily apparent and those which are not - deveiopmeni ex»: :
“penditures, may be held to comprise only outlays whxch
direct-incréase in'the output of tangibles .. y =

soki 'n batasan anggaran pembangunan dan angga}:an rutm (cur .

g 'pembangunan'dapat mempersu it penyusunan anggaran dlsampmg tel-dapat_f 3

bersamaan éngan menggunakan struktur anggaran berdasarkan pengelom—'-'
pokkan kebutuhan secara makro yakni belanja untuk pegawai, belanja untuk
barang dan investasi, Hal ini sefain ditujukan pada peningkatan efisiensi
pe ggunaan dana anggaran negara, juga mengurangi kecenderungan mem-
proyekkan setiap kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan secara ex officio.
Secara ‘pragmatis dan dalam keadaan tertentu apa yang telah dilaksanakan
pada APBN selama ini, baik dmnjau dari segi yuridis tidak menimbutkan
masalah, dem:klan puia dari sudut substansmya namun bilamana hal ini
berianosung lama ia ‘akan mempunyax dampak ketidak pastlan hukum mau-
pun péngertian jenis anggaran negara 1tu send;n '

2.1. Pengelolaan Anggaran Negara

Pengelolaan anggaran negara pada waktu ini sebagaimana telah dikemu-
kakan terdahuju masih dilandaskan ICW 1925 dan Keppres 16/1994. Denaan_:
perkembangan keadaan dimana frekuensx pendanaan, kuantitas anggaran '
maupun kualitas obyek dari anggaran bertambah besar dan kompleks, diban-
dingkan dengan keadaan pada ICW 1925 diundangkan, kiranya beberapa
prinsip atau azas pengelolaan anggaran pada waktu ini perlu dipertimbangkan .
keberlakuannya. Azas yang terkandung dafam pasal 28 ICW 1925, dimana
Kredit yang disediakan dalam anggaran tidak boleh ditambah atau dmaakkan
baik secara langsung maupun tidak langsung karena ddanya suatu- keuntungan
bagi negara, untuk beberapa: keadaan atau kasus tertentu sudah perlu ditinjau
kembali keberlakuannya mengmoclt bahwa dengan menmgkatnya Jjumlah ins-
tansi atau Lembaga Pemerintah yang melayam masyarakat serta kecepatan
dan kesempurnaan pelayanan yang dituntut oleh masyarakat terhadapnya per-
lu adanya penyesuaian dan usaha untuk mengantisipasi perkembangan ter-

| -nya- _‘emungkman duphka31 anggaran terhadap obyek anggaran yang sama,
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sebut.. : ;
Dem:kaan puia s:stem admxmstrasx keuanﬁan pada instansi- mstanm

tartentu tersebut perlu. pula mendapat perhatian dalam menyesuaikan :fung-
sinya, yang, semakin memerlukan: kecepatan dan peningkatan mutu. pelayan:
annya D beberapa neﬁara seperti. Amerika Serikat,, Inggris dan Malays;a
gelolaan anggaran negara dari-Lembaga-Lembaga tertentu telah. diatur
..secara terSendlrl dencan membenkan kemungkinan dapat berkembang secara
'mandm sepanjang yang. terkait dengan tugas-tugas. operasionalnya,. .- :
Dalam ArahanPerbendaharaan semacam Undang»Undangperbendaha~
- raan. negara: di. Ma!ays:a kemungkman pengelolaan secara . khusus ‘untuk
iembaga«lembaga tertentu diatur secara jelas. Hal ini dapat dlhhat dari
"Arahdn Perbendaharaan™® yanc berbunyl sebagai bernkut ' :
- (1) ‘Bahwa segala hasil dari pada apa-apa juapun hendaknya dxmasuk—,
..kan keda am kumpu!dnwanv disatukan (kas Negara sic.), dan tlad:a.
o apa~apa pembayaran boleh dibuat dari pada kumpu anwang itu ke~
t jcuah apabila diperuntukan sebanydk yang ditetapkan bagi maksud—f
... maksud tertentu telah, dibenarkan oleh Undang-undang. .. ..
: :'(_'ii) Bahwa apa-apa wang yang telah diuntukkan bagi sesuatu malksud_=
. yang ‘khusus, hendaknya diserah balik kepada kumpulan yang disa-.
tukan sekiranya tidak d;beian}akan bagi maksud tersebut .dalam.
tempoh yang dibenarkan baginya; dan '
(it} Bahwa akaun awam hendaknya diperiksa oleh Juruaudit Negara dan :
faporannya mestilah dibentangkan dalam Dewan Perunddngan yang
dipilih.”
Perkam 97 (pasal 97 sic. ) Akta Acara Kewan%n tersebut dlatdS secara _['3!355
membu‘man kemungkinan penyimpangan dari azas "Universitas” dalam ICW
1925 ydn pada dasarnya memberikan kemunﬂkman menggunakan keuangan_;
negara secara langsuno uniuk penoeluaran yanﬁ bersifat operdsmnal

2.2_. Lémbaga Swadana' sehagai suatu aiternatii‘

. Pembancunan ydng d;faksanakan oleh Pemermtah diperbagai bxdano
telah membawa dampak pada sektor tertentu yang secara positif mempenga- -
ruhi pula b;danﬂwbxdano lainnya yang terkait. Bidang Pendidikan Tinggi, .
Penelitian maupun pelayandn kesehatan kepada masyarakat merupakan salah. .
satu sektor _yang strategis baga kelanjutan kehidupan bangsa pada masa yang
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E akan dazang Untuk keberhasilan pembangunan bidang-bidang tersebut sudah
.bar g tentu memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, sedang dilain pihak
dana yang tersedia secara langsung melalui APBN terbatas, meskipun seiiap -
Pelita anggaran pembangunan yang-disediakan untuk sektor-sektor tersebut -

'_ -dlatas selalu-meningkat. Untuk pendidikan tinggi sarana dan prasarana bela- -

tahun anggaran 1988/1989 dan dalam tahun 198971990 telah dj- -
ng perkulaahan seluas, 253. 727 meter.persegi, ruang laboratorium .
'seiua_ 45;452 ‘meter persegi,: dem:klan puia pengadaan buku-buku 1lmlah. _
bagi perpustakaan telah pula ditambah jumlahnya setiap tahun anggaran, -
- Kebijaksanaan pengembangan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan peneli- -
tian sama halnya dengan pengembangan dalam Pelita IV maka dalam Pelita
V telah dilanjutkan dan ditingkatkan kemampuannya. Dana yang berasal dari
anggaran rutin cukup besar untuk mengantisipasi kebutuhan sektor ini tam-
pakn car untuk chatas: dengan hanya menﬂandalkdn anggaran yang. lann-f:
sung di bankan pada APBN. Pada Sektor kesehatan masyarakat hal yang.
sama. teiah dllakukan pula oieh Pemermtah guna. menmgkatkan mutu pela-
yanan kepada masyarakat }umlah rumah . sak;t Puskesmas $ampai kepada_*
Balai-Balai pengobatan, demlkxan puia tenaga dokter dan para medis dari.
‘tahun ketahun menumukan penmrrkaian yang tentunya_hal .inj. membebam
anggaran pembanfrunan yang cukup besar. . v 1.
Guna memblayai peningkatan seyogyanya perlu dlpxkirkan pendanaan mau-_:
pun, sistemnya yang dapat memdda; lembaga- lembaﬂa pemermtah tersebut;
dalam ‘melaksanakan fungsinya. : o
Mengmgat dana. yang dfa]okasxkan me!alux APBN khususnya dalam-;
rangka pelaksanaan rutin bagi Iembawa lemhagd tertentu pemerintzh belum.
memadai, sedangkan dilain pihak. Lembaod lembaga tersebut mempunyal.po-
tensi untuk ‘menggali penerimaannya sendiri guna melaksanakan fungsinya.
secara operasmnat ‘maka perly dikaji kembali keberlakuan asas Univer-
s:tahtas yang terkandung dalam pasal 28 ICW 1925, yang melardng peng-.
gunaan dana secara }angsuno dari suatu penerimaan, Ten:unya penggunaar:.
dana oleh Iembaoa«lembaga tertentu yang berasal dari penerimaan. sendiri.
sebaga: akibat penjualan jasa atau barang harus terkait pada peningkatan .
mutu pelayananya. Dalam kaitan pemanfaatan dana tersebut Robert D. Lee
& Ronald W. Johnson® mengartikannya sebagai penggunaan "special assess- -
ment fund dxmana tujuan penggunaannya terbatas untuk-hal-hal sebaoan .
berikut: .
Speaal assassment ﬁmds account for parncular zmprovemefzr in ser-:
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“vices for specific beneﬁczarzes The proceeds of per foor charge for
e szdewalk replacement i in fronr of one’s home wou!d de accowztea’ for in
R "speaal ﬁmd of thzs z}pe o

Dengaﬂ terbatasnya tujuan penggunaan dana yang diperoleh Lembaga Perne-
rintah tertentu perlu pula dipikirkan kriteria baik dari dana yang diperoleh,
maupun penggunaannya sertalembaga yang bagaimana yang dapat diberikan
status sebagal lembaga: yang dapat menge o!a keuangannya sendm atau iem-
baoa swadana tersebut‘7 e

riteria Lembaga Swadana
- Lembaga Pemerintah tertentu yang dapat diberikan status sebagai lém-
baga swadana adalah lémbaga pemerintah yang bergerak dalam pemberlan
pelayanan kepada masyarakat banyak dan tidak berusaha untuk mencari ke~
untungan. Pelayanan yang dilakukan oleh suatu lembaga swadana adafah
pelayanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat umim,
pelayanan di bidang pendidikan atau Universitas , lembaga-lembaga penel:uan_'
aimu pengetahuan atau pelayanan di bidang kesehatan seperti rumah sakif,
“TLembaga swadana bukan merupakan suatu unit usaha yang mencari ke:’
un-ungan, jadi bukan merupakan perusahaan. Di dalam konteks struktur'ors’
ganisasi pemerintahan dan anggaran negara, lembaga swadana merupakan ba-
gian-anggaran dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen -
yang membawahinya dan karenanya iapun merupakan badan hukum publik,
bukan badan hukum perdata. Oleh karena itu keterkaitannya dengan keuang-
an negara sangat erat bahkan tidak dapat dipisahkan dari keuangan negara.
Sebagai akibat lanjut dari status hukum lembaga swadana tersebut, maka pe-
neramaan ‘yang ditakukan oleh lembaga swadana adalah penerimaan negara.
Sebagai penerimaan negara, penghasilan yang diterima oleh lembaga
swadana harus pula tercermin dalam anggaran negara atau APEN. Meskipun
penerimaan bukan pajak yang termasuk ke dalam kategori keuangan negara, -
namun penerimaan dari kegiatan operasionalnya, sepert; pelayanan terhadap'_'
masyarakat diberlakukan ketentnan khusus dalam prinsip pengelolaannya,
yakni tidak memberlakukannya prinsip Universalitas (universaliteits be-
ginsel). Jadi terhadap penerimaan yang berasal dari kegiatan operasionalnya,
sepérti pelayanan terhadap masyarakat tersebut, lembaga swadana dapat
menggunakannya secara langsung, sehingga tidak perlu disetorkan kepada
kas negara. '
Adapun pertambanﬂan dari penyimpangan terhadap prms;p umversalztas
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'rnen;amm terseieaggaranya pelayanan terhadap ‘masyarakat lebih cepat «d.-_n
© baik mum-mutunya ‘Mengingat penerimaan lembaga swadana merupakan pe- -
- Terimaan anggaran negara; maka pengeluarannyapun merupakan pengeluaran.
_ anggaran negaray Dan u.rhadépnya berlaku tatacara dalam ketentuan-ketentu-

.. anumum: bay APBN dengan pengecualian keberlakuan prinsip universal ﬁas__' '

' sebacalmana telah: dxkemukakdn diatas. Yang tidak termasuk ke dalam pene-
. .rimaan operas;onal bagi lembaga swadana adalah pajak, sewa rumah, angsur-
'-'an pembehan kendaraan. ‘bermotor;: angsuran: pembelxan rumah: dmaslnegeraf )
dan penerimaan lain sejenisnya: yang tidak berasal dari pelaksanaan operasi--
_ _ona ‘Selanjutnya suatu badan/lembaga pemerintah yang dapat diberikan sta-

- tus sebaga} lembaga swadana, harus pula memenuhi persyaratan bahwa ba-
dan atau lembaga pemerintah mempunyai penerimaan operasional sendiri dan
dapat berdikari dibidang pelaksanaan tugas-tugas operasionalnya. Dimaksud-
kan- dengan badan swadana tersebut-dapat berupa instansi, kantor, satuan
kerja atau otorata yano d;bxayal dari Anggaran Pendapatan ‘dan:; Belanja
Negara.: - :
Sebaoal contoh suaty Lembaga Pervuruan ng,gx Neoer: atau Umvers:—
tas'Negeri:dapat diberikan status sebagai lembaga swadana, demikianpula
lembaga-lembaga penelitian -yang memberikan jasa-jasa penelitian kepada
masyarakat. Termasuk kedalam:instansi, satuan kerja yang-dapat diberikan
status lembaga swadana dapat pula-berupa rumah sakit, yang terhadap pelak-
sanaan tugas operasionalnya diberi imbalan oleh masyarakat berupa biaya
pengobatan baik inpatient maupun outpatient services.:Didalam melaksanakan
tugas operasionalnya baik itu berupa perguruan tinggi/universitas, lembaga-
lembaga penelitian atau rumah sakit tentunya ditetapkan pula tarif terhadap
pelayanan yang diberikannya. Hal ini-penting dilakukan guna menghitung
anggaran pendapatan operasional yang diterimanya agar dapat tercermin da-
lam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penetapan tarif jasa atau har-
ga satuan barang dari Lembaga Swadana.memerlukan persetujuan dari-De-
partemen atau Lembaga yang membawahi lembaga swadana yang bersang-
kutan.

b. Tatacara Pengelolaan Keuangan Lembaga Swadana L

Sebagalmana telah dikemukakan terdahulu, anggaran penerimaan dan
pengeluaran dari lembaga swadana adalah merupakan bagian dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dari Departemen atau Lembaga yang mem-
bawahi lembaga swadana yang bersangkutan. Oleh karena itu rencana peneri-
maan sebagai akibat imbalan jasa.atau barang yang diberikan oleh lembaga
swadana tersebut maupun rencana pengeluarannya harus pula tercermin seca-
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garan. pembamunan jang bersumher pada Anggaran Penclapatan dan Belanja
Negara :
< Untuk: penemmaan yang berasai dam peia%(sanaaz'; operasionai yang se-
cara rutin, ditezima dari masyarakat sebagaz imbalan pelayanan yang dibe-
rikan: oieh lembaga swadana, perencanaannya digabungkan dengan peneri-
maan rutin ke-dalam-daftar isian kegiatan (DIK) yang setiap tahun anggaran
diajukan kepada. Depariemen atau Lembaga yang membawahinya untuk men-
dapat. persetu;uannya Dalam DIK yang memuat juga. anggaran lembaga swa-
dana memuat antara lain hal-hal sebagai berikut:. :
- Jumlah seEuruh ~penerimaanoperasional yang akan dlterama dlsertal
i .'keterangan atau penjelasan mengenai Jems pener:maan operasmnalnya
2ioigerta perhltungannya <
=i Jumlah dana yang diterima dari kas negara dalam bentuk anggaran rutin
vitbaik untuk keperiuan belanja rutm pegawax maupun untuk be!anja rutm
Zirsinon pegawai :
- Semua keolatan yang akan dﬂaksanakan dan jumlah seluruh penge-
vwluaran, -
Adapun maksud dari pada pemuatan rencana kegiatan fembaga swadana ter-
sebut ‘adalah-dalam rangka tertib anggaran dan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatannya ‘yang ‘sudah mendapat persetujuan Menteri/Ketua dari Depar=
temen/Lembaga’ yang membawahmya dan pengesahdn yang dxidkukan oieh
Menteri Keuangan. - : 5
Didalam hal lembaga swadana meiakukan pengeluaran yang dlgunakan
untuk-pegawai seperti gaji, honorarium lembur dan lain-lain belanja pegawai
serta perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan operasionalnya, mengingat
bahwa penerimaan operasionalnya tersebut merupakan penerimaan anggaran
maka: terhadapnya berlaku standar ketentuan yang berlaku umum bagi ins:
tansi ‘Pemerintah. Jalur penggunaan dana dari lembaga swadana secara
skemaﬂs ddpdt d:gambarkan sebagal ber:kut

DANA LEMBAGA SUADANMA

Penerimaan 3 ﬁonorarlum
ANGGATEAN  rwr —— belanja
rutin pegaual per;alanan
— LEMBAGA penlngkatan mutu
Penerimaan ~mmrereed SHUADANA |—— pengeluaran petayanan
cperas:onai —~ operas1onai
: peningkatan kese-
: jahteraan pegawai
penerimaan ; o
anggaran — :nvestas:foperasvcnal
Bangunan P e
; ; : belanja fisik
e CREBAMIGUNAN

o Ficil
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elaifsanakan tuﬂas operasxonainya hams dsdasaﬂfan pada DEK o
:,etujm oleh- Departemen/Lembaga yang. “bersangkutas. JEnggn
n yang ielah-ditetapkan terlebih dahulu, dan setiap perubahan -
tarif harus terlebih dahulu disetujui oleh ‘Departemen/Lembaga terkait,- .dan -
~ haliw dimuaz dalam DIK Lembaga Swadana yang bersangkutan. Untuk_ se- .
~ . tiap penerimaan 1mbalan pelayanan periu dikeluarkan tanda terima dan d;la—_ )

~ kukan penatausahaan dan pembukuan. sebagaxmana yang berlaku dalam bi-

ddng perbendaharaan negara. Demikian pula penyimpanan penerimaan opera-

... sional:dilakukan secara.ex officio pada bank-bank pemermtah atau lembaga.__._ _

keuangan yang: dxtunjuk oleh Menteri Keuanﬂan _
. Terhadap pelaksanaan operaswnal yang telah dxtetapkan daiam DIK lem-
1 swadana bertanggungjawab, terhadap tercapainya penerimaan yang telah
dxrencanakan dalam DIK, sehingga dengan demikian selayaknyalah lembaga
swadana tlddk dapat mengajukan.anggaran tambahan bagt menutupi keku-
rangan. yang. disebabkan karena tidak . tercapainya.penerimaan operasional
yang. d:tetapkan dalam DIK yang dibuatnya. Oleh karena itu didalam pe-
nyusunan rencana operasional dari. lembaga swadana perlu -perencanaan
komprehensif. Dalam penyusunan anggaran sebuah perguruan tinggi umpa-
manya, Stephen] Knezevich™ mengatakanada tiga Ianﬂkah yana harus di-
ambil.dalam penyusunannya,.yaitu: . :
(1) the determination of the educational program for the perzod in. questaon
(2).. the estimate of expenditures necessary to realize the program, and
(3) the .estimate .of . Tevenues or recxepts ant1c1pated from local, state or
..;federa} SOUFCBS i e . . b A

' Lang‘kah—langkah tersebut yang juga disebut sebagai "fisco educational
planning”, bila kita kaitkan dengan kemungkinan tidak diberikan anggaran:
tambahan bagi pengeluaran operasional yang telah dituangkan dalam DIK,
per]u dipemmbangkan kesanggupan rieel penerimaan . operasional yang di-
tuangkan dalam perencanaan. Data yang mungkin dapat menolong penyusun-
an rencana tersebut adalah penatausahaan dan pembukuan dari setiap pene-
rimaan operasional dan pengeluaran operasional. Selanjutnya bilamana suatu
lembaga swadana pada akhir tahun anggaran mempunyai saldo lebih, maka
sebagai imbalan dari tidak diperkenankannya mengajukan tambahan bagi pe-
ngeluaran operasional bilamana penerimaan operasional tidak dapat menutupi
keburuhan maka saldo !eb:h dana swadana tersebut pada akhlr tahun ang-
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garan dapat langsung dipergunakan. Dan demi tertibnya pelaksanaan- ang~
garan dari suatu’lembaga Swadana; saldo.lebih tersebut itu pun harus ter-
‘cantum dalam DIK:tahun ‘anggaran tahun berikutnya sehingga dapat: dlketahu:
'kemampuan keuangan dari'lembaga Swadana tersebut disamping bagi peme~.
rnksaan oleh aparat pengawasan fungs:onai mtemal maupun eksternai S

'i--j III mepulan dan Saran

e Indlsche Comptabllatenswet dan Keputusan ‘Presiden :No.16° Ta,hun' '
1954, tentang Pelaksanaan Ancgaran Pendapatan dan Belanja Negara
“ipada waktu ‘ini-tidak dapat lagi' mengantisipasi perkembangan kelem-
" bagadn dan sistem: keuangan negara yang terjadi akibat pembangunan :
2. Terbatasnya dana’ yang dapat disalurkan melalui Anggaran Pendapatan
i idan ‘Belanja Negara, dan adanya- potensx ‘masyarakat untuk memblayax';3
& ‘mstans: Lembaga-lembaga tertentu secara langsung; menimbulkan kei-
"% nginan-dari -instansi, lembaga- lembaga pemermtah tertentu tersebut'-
--'j'*_menggunakan secara bebas penerimaannya. - -
3. “Adanya gejala keinginan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yandﬁ
- ‘lebih baik dan cepat dari Lembaga-lembaga atau instansi’ pemermtah :
tertentu baik di bidang pendldxkan kesehatan maupun penehnan atau_
“pengkajian. T L2y
4.  Untuk menganns:pasx hal-hal tersebut diatas pada khususnya dan penge-
" lolaan keuangan negara pada umumnya perlu segera diterbitkan undang--
undang Perbendaharaan Negara yang baru pengganti Indische Comptabi-
liteitswet dan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994, tentang pelaksa-
" 'naan Anggaran Pendapatan dan Belanja:Negara,- '

5. +Lembaga Swadana sebagai instansi atau lembaga: pemerintah tertentu-f
~ yang memberikan pelayanan’ jasa dan atau barang kepada masyarakat-
- perlu diberikan otonomi agar secara khusus diatur da dalam undang- :

undang perbendaharaan Negara yang akan datang : :

limu yaﬁg bermanfaat menuntut kesabaran _
pengorbanan dan keikhlasan.




